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Abstrak
 

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan sesuai dengan

maksud Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10

ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka

administrasi kependudukan yang di dalamnya mengatur mengenai pencatatan sipil diharapkan dapat

memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berhubungan

dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam konteks pencatatan

perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada

yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin siri, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum

positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Banyak perdebatan mengenai hal tersebut

karena mengakibatkan disahkan atau tidak perkawinan oleh Para Pihal yang melakukan perkawinan beda

agama. Dalam kasus yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, terdapat dua penetapan

yang berbeda mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian

dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum

menuju hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan penelitian dari kedua putusan hakim, diperoleh hasil bahwa Penulis lebih menyetujui Penetapan

Hakim Nomor 111/Pdt.P/PN.Bgr, karena UU 1/1974 tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama,

Pasal 35 huruf a dapat dijadikan sebagai pemenuhan secara administratif dalam hal pencatatan perkawinan.

......Marriage not registered is marriage has materially complied with in accordance with the intent of Article

2 paragraph 1 of Marriage Act, but does not meet the provisions of paragraph 2 of that Article in

conjunction with Article 10, paragraph 3 PP No. 9 of 1975. With the enactment of Law No. 23 of 2006, the

population administration in which governs the civil registry is expected to provide the fulfillment of

administrative rights as well as the protection of public services related to civil documents without

discrimination. In the context of the registration of marriages, many terms used to designate a marriage that

is not listed, there is a mention under the hand marriage, marriage siri, married muezzin, and often also
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called marriage Kyai.

The method used is empirical juridical, is a study in addition to seeing the positive aspects of the law also

look at the implementation or practice in the field. A lot of debate about that because lead was passed or not

marriage by the pihal who perform interfaith marriage. In cases that have been set by District Court Judge

Bogor, there are two different determination regarding listing application interfaith marriage.

The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data collected is then poured in the

form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity problem solving, then the

conclusions drawn deductively, from things that are common to the things that are special.

Based on the research of both the judge's ruling, the result that the author is approved Determination Judge

No. 111 / Pdt.P / PN.Bgr, because the Law 1/1974 does not expressly regulate interfaith marriage, Article 35

letter a can be used as an administrative compliance in terms of registration of marriages.


